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LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH
TAHUN 2006 NOMOR : 126

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

Menimbang : a.

4]

NOMOR 01 TAHUN 2006
TENTANG
NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAI'UKU TENGAH,

bahwa didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2005 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa atau yang disebut
dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas-batas wilayah, berwenang untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat
istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang Undang Nomor

32 Tahun 2004 terscbut, Pomerintah Provinsi Maluku telah
menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun
2004 tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan
Masyarakat Hukum Adat Dalam wilayah Pemerintahan Provinsi
Maluku;

- bahvia Negeri sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dalam

k_en';rdtaannya sejak dari dahulu kaia hingga saat ini masih terus
hisup, tumiuh, berkembang dan diperiahankan didalam pergaulan
hidup masyarakat di Kabupaten Maluku Tengah;

. bahwa hukum adat. yang didalamnya mengatur tentang Negeri

sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Kabupaten Maluku
fengan adalah merupakan hukum yang hidup, terus dikembangkan
dan dipertahankan, karena itu dapat digunakan sebagai pedoman
dalam menyusun psmerintahan desa di Kabupaten Maluku Tengah,
karena ;ﬁdak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
nasional;

- bahwa dengan dimekarkannya Kabupaten Seram Bagian Barat dan

Kabupaten Seram Bagian Timur, terlepas dari Kabupaten Maluku
TQHG?P! sebzgai Kabupatan induk, mzaka masvarakat Maluku Tengah
borkeiiginan untuk segera menetapkan Neaeri sebagai kesatuan
Masyarakat hukum adat di Kabupaien Maluku Tengah untuk
menggantikan Desa yana dikenal sebelumnya berdasarkan Undang
Undang Momor 5 Tahun 1979;




Mengingat

it (5

. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a s/d e diatas, Negeri

sebagai kesatuan Mmasyarakat hukum adat o Kabupaten Maluku
Tengah periy ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Maluku Tengah,

Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan

Daerah Swatantra Tingkat || Dalam Wilayah Propinsi Maluku
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 131,
Tambahan Lembaran Negara Ropublik Indonesia Nomor 1645).

Tenggara Barat (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3896),

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan
Kabupaten Kepulauan Aru Di Propinsi Maluky (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomer 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4350).

AUndang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Pemndang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Nagara
Republik Indonesia Nomor 4389). -

: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintak Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana teizh diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Noimor 3  Taphun 2005 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2304 tentang Pemerintahan
Caerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2005 Nomeor
33, Tamnahan Lembaran iNegara Normor 4493) yang ieiah ditetapkan;
dengar Undang~Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembzran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan iermbaran Negara
Republik indonesia Nomer 4548).

.Una‘ang-Undang Nemor 33 7ahun 2004 tentang Perimbangar -

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Renublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambzhan Lembaran Nagara Repub!ii Indonesia Nomor 4438).

- Peraturan Pemerintzh Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenanga,

Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Dasrah Otonom
(Lembaran Negara Rapubiik Indonesia Tahun 2000, Nomer 39852,
Tambahar Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952).

- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan

Pengawasan  Atas Penvelenggaraan Pemerintahen  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090),

i ‘ 2001 tentang

h  Nomor 52 Tahun ‘

i e r’:ea{:e$3;aas Pembantuan (Lembaran Negara Republik

Pndonmyeal:;gg‘?ahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
:-'vchub"k Indonesia Nomor 41086).

2005 tentang Desa
intah Nomor 72 Tahun

poriel l;em:nmn Republik Indonesia Tahun 2005 Non;or 158,
(TLemti:r:: Le:':gbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).

am

i tentang Kelurahan
h Nomor 73 Tar_mun 2005
11'Eii%::npa?geanr:taRepubﬁk Indonesia Tahun 2005 Nomor 159,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588).

n

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahunaigg;jt ﬁzt;urﬁ

12.Pe tapan Kembali Negeri Sebagai Kesat:uap Masyk s
ig:: Dpaaiam Wilayah Pemerintzchan Provinsi Maluku yiv]

Daerah Provinsi Maluiu Tahun 2005 Nomor 14).

Dengan Persetujuan Bersama
ENGAH
DEWAN FERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU T
dan

BUPATI MALUKU TENGAH

MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TENTANG
NEGERI
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Caerah ini yang dimaksudkan dengan :
1. Pamerintah adalah Pemerintan Republik indonesi:,
= h Kabupaten Maluku Tengah.
3. mnt:';:z:amlah F'::nerintah Daarah Kabupater‘l Maluku T::;:paﬁ_
* Kepala Dagrah adalah Bupati Maluku Tcngah, yang selanjutrya dise e -
> Dewan Perwakilon Rakyat Daerah, selarjutnya disingkat DPRD adal
Pervakilan Rakyat Daerzh Kabupaten fMaluku Tengah. ‘
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tange
7 Poraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kabupaten Maluku Tenq’,}ah,h
% Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupat Kabupaten Maluku Tengah.



9, Peraturan Negeri adalal, peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Pemerint,,
NegeriNegeri Administratif bersama Saniri Negeri atau Badan Permusyawarat,
Negeri.

10. Keputusan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif adalah keputusan Kepg,
Pemerintah NegeriMegeri Administratif. [

11. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.

12. Camat adalah kepala pemerintahan wilayah Kecamatzn.

13. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten.

14. Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat geneologis territoriy
yang memiliki batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus kepentinga,
masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat berag;
di Kabupaten Maluku Tengah yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintaha;
Negara Kesatuan Repubiik indonesia;

15. Pemerintahan Negeri acalah prenyelenggaraan urusan pemerintahan ¢l
pemerintah Negeri dan Saniri Negeri dalam mengatur dan mengurus kepentinga:
masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat dan
diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republi
Indoricsia.

16. Pemerintah Negeri adalah Kepala Pemerintah Negeri aan perangkat pemerintah
Negeri sebagal unsur penyelenggaraan pemerintahan Negeri;

17. Negeri Administiatif adalah kesatuan masyarakat hukum diluar Negeri geneologis
yang memiliki wewenang melaksanakan urusan pemerintahan Desa sebagaiman:
diatur dalam ketentuan perundang undangan yang berlaku;

18. Pemerintahan Negeri Administratif adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
cleh pemerintah Negeri dan Badan Permusyawaratan Negeri dalam mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat sesual keteniuan perundangan
undangan yang beraku, diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negarz
Kesatuan Republik Indonasia;

19. Pemeriniah Negeri Administratif adalah Kepala Pemerintah Negeri Administratif dan
perangkat pemerintah Negeri Administratif sebagai unsur penyelenggaraan
pemerintahan Negeri;

20. Raja atau vang disebit dengan nama lain adalah Gelar kepalz kesatuan masvaraks
hukum adat dan pemerintahan yang mernimpin Megeri;

21. Saniri Negeri adalah lembage/badan yang merupakan perwujudan demckrasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan Megeri dan sebagal unsur penyelenggar:
pemerintanan Neger, berfungs! sabagal badan legislatf yang bersana-sama kepalé
pomerintah Negeri membentuk Peraivian Negeri, mengawasi pelaksanaan tugas
dari kepala pemerintah Negerl serta merupakan badan yang mendampingi kepala
pemarintah Negeri dalam memimpin Negeri, sesuai tugas dan wewenang yang

- gimilikinya;

22 Badan Permusyawaratan Negeri adalah lembaga yang merupakar perwujudan
demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dibentuk ditingkat
pemerintahan Negeri Administratif dan merupakan unsur penyelenggaré
pemerintahan Negeri Administratif;

=

23. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat di
NegeriNegeri Administratif sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra
pemerintah Neger/Neger Administratif dalam memberdayakan masyarakat;

24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri selanjutnya disingkat APB Negeri adalah
roncana keuangan tahunan pomenntahan Negeri/Negeri Adminisiratif yang dibahas
dan disetujui bersama oleh Pemszrintah Negeri/Negeri Administartif dan Saniri
Negeri atzu Badan Permusyawaratan Negeri dengan Peraturan Negeri/Negeri
Administratif;

25. Alokasi Dana Negeri adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten
untuk Negeri/Negeri Administatif yang bersumber dari bagian dana perimbangan
keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten;

26. Wilayah Pewanan adalah wilavah yang berdasarkan hukum adat di Maluku Tengah
berada dibawah kekuasaan Negeri yang mencakup wilayah darat dan laut;

27. Wilayah administrasi pemerirtahan adalah wilayah yang berada dalam wilayah
petuanan Negeri, dan ditstapkan untuk menunjang penyelenggaraan administrasi
pemerintahan Negeri/Negeri Administartif,

BAB I
KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
Bagian Pertama
Negeri
Pasal 2

iHegeri sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum aaat terbentuk berdasarkan sejarah
dan asai usul, berfungsi untuk mengatur maselah adat istiadat, hukum edat serta
budayes masyarakat setempat dan menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku;

Pasal 3
(1) Negeri dipimpin oleh secrang Kepala Pemerintah Negeri dengan gelar Raja atau
dizebut dengan nama lain sesuai adapt istiadat, hukum adapt dar budaya sstempat,

(2) Jataton Kepala Pemerirtahan Negeri merupakan hak dari matarumaniketurunan
tertentu berdasarkan garis keturunan lurus dan tidak dapat dialihken kepada pihak
lain, kecuali dalam hal-hal khusus yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawaran
matarumah/keturunan yang berhak barsama Saniri Negeri.

Eagian Kedue
Negeri Adminictratif
Pasal 4

(1) Negeri Administratif merupakan kesatuan masyarokat hukum diluar masyarakat
hukum geneologis yeng memiliki batas-batas wilayah, berfungsi mengatur aan
mengurus kepentiigan masyarakat dan menyelenggerekan tugas tuges
pemerintahan, sesuai ketentuar, parundang undangan yang berlalwu.



(2) Negeri Administratif hanya dapat dibentuk diluar wilayah petuanan Negeri setelah
memenuhi syarat yang ditentukan oleh ketentuan perundang undangan yang
narlaku.

ri Administarif dapat dibentuk didalam wilayah petuanan Negeri setelar'!

4 :‘eel?:gian wilayah petuanan Negeri dilepaskan uieh Negeri untuk membentuk Negeri
Administratif, dan setelah memenuhi syarat vang ditentukan oleh peraturan
perundang undangan yang berlaku.

(4) Pelepasan bagian Petuanan Negeri untuk pembentukan Negeri Admipistratrr
dilakukan berdasarkan Musyawarah Negeri dan atas persetujuan Saniii Negerl.

(5) Desa desa yang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini berada dalam wilayah
Petuanan Negeri, dimana bagian dari wilayah petuanan Negeri tarsebut _seb_e!umnya_
telah diiepaskan oleh Negeri yang bersangkutan ditetapkan menjadi Negeri
Administratif.

Pasal 5

Negeri Admistratif dipimpin oleh Kepala Pemerintahan Negeri Administratif yang
memenuhi syarat untuk iiu;

Bagian Ketiga

Syarat Dan Tatacaia Pengangkatan
Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif

Pasal 6

(1) Kepala Pemerintah Negeri/Pemerintah Negeri Administratif ditetapkan melalui
pengengkatan atau pemiiihan;

(2) Untuk dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai Kepala Pemerintah Negeri/Negeri
Administratif, harus memenuhi persyaratan :

a Woarga Nagera Indonesia;

b. Bertaqwa kesada Tuhan Yang Maha Esa;

c. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Unidang-Undang Dasar Nagar_a
Ropublik Indonesia Tahun 1945 dan kopada Nogara Kesatuan Ropublik
indonesia serta Pemerintah.

=

saderajat;

Berusia paling rendan 25 tahun, dan setinggi-tingginya 60 tahun;

Barsedia dicaionkan menjadi Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administraii;

Penduduk Negeri/Negeri Administratif,

Tidak pernah dihukum, karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan

hukuman paling singkat S tahun;

i. Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan Keputusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap;

. Memenuhi syarat lain yang ditetapkan untuk itu;

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayai (2) hurui j diatur lebih
lanjut dalam Peraturan Dacrah.

sa "o

Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau’

(4) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus memperhatikan
dengan sungguh sungguh hak asal usul adat istiadat dan budaya setempat.
Bagian Keempat
Masa Jabatan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif
Pasal 7

(1) Masa Jabatan Kepala Pemerintah Negeri ditetapkan sesuai adat istiadat, hukum
adat dan budaya setempat;

2) N!asa jabatan Kepala Pemerintah Negeri Administratif adalah 6 tahun dan dapat
dicalonkan/dipilih kembali untuk satu masa jabatan berikutnya,

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Daerah.

Bagian Kelima
Pemekaran

Pasal 8

(1) Dalam wilayah petuanan Negeri tidak diperkenankan untuk membentuk Negeri baru,
kecuali untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 4 ayat (3) dan ayat (5).

(2) Untuk memperpendek rentang kendali penyelenggaraan tugas tugas Pemerintahan
Negeri dalam suatu Negeri, berdasarkan kendisi wilayah dan kebutuhan pelayanan
kepada masyarakat, dapat dibentuk kempung Sebacai wilayah bawahan Negeri
yang dipimipin olch seorang Kopala Kampung atas persetuiuan Saniri Nogeri.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud daiam ayat (2) diatur icbih lanjut dengan
Peraturan Neger.

(4) Peraturan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus memperhatikan
dengan sungguh-sungguh hak asal usul, adat istiadat dan budaya setempat.

Paszl 9

?ﬁ'avah Negeri bawahan yang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dikenal
D:"'ilafl dusun yang telah ditetapkan menjadi desa difinitif dengan berlakunya Peraturan
©fah Irii berunah statusnya meniadi Negeri Administrati. i

Bagian Keenam
Perubahzn Status Menjadi Kelurahan
Pasal 10
() Keluruhan dapat dibentuk di ibkota Kabupaton atau ibukots Kecamatan.

(2 Paga Wilayah ibukota Kabupaten atzu Kacamatan, sebagian atau seluruh bagian
m.n'ﬂilayah Negori/Negeri Administratif dapat diubah atau disesuaikan statusnya
Admllml kelurahan harus berdasarkan prakarsa Pemerintah Negeri/Nogeri

Nistratif bersama Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri dengan

kan pendapat dan saran masyearakat setempat serta menurut ketentuan
p"‘“‘nng undangan yang beriaku.



(3) Perubahan status sebagian atau seluruh wilayah Negeri/Negeri Administratif
menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan
persyaratar
a. luas wilayah;

b. jumiah penduduk;

c. prasarana dan sarana pemerintahan;
d. potersi ekonomi, dan;

e. kondisi sosial budaya masyarakat.

(4) Sebagian atau seluruh wilayah Negeri/Negeri Administartif yang berubah menjadi
Kelurahan, Lurah dan perangkatnya diisi dari pegawai negeri sipil.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan status atas sebagian atau seluruh
wilayah Negeri/Negeri Administartif menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud
dalam avat (2) dan (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman
kepada peraturan perundang undangan yang borfaku.

(6) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) harus memperhatikan
dengan sungguh sungguh hak asal usul, adat istiadat, hukum adat dan budaya
setempat.

Pasal 11

(1) Sebagian atau seluruh wilayah Negeri/Negeri Administratif vang berubah statusnya
menjadi kelurahan, kekayaannya menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh
kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat sstempat.

{2) Pendanaan sebagai akibat perubahan status sebagian atau seluruh wilayah
Negeri/Negeri Administratif menjadi kelurahan dibebankan pada Anggsran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB il
KEWENANGAN NEGERINEGERI ADMINISTRATIF

Pasal 12
(1) Urusan pemerintahan yang menjadi kewanangan Negeri, mencakup:

a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak, asai usul dan hukum
adat seterpat.

b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan
pengaturannya kepada Negeri.

¢. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pcmerintah Provinsi, Gan atau Pemerintah

Kabupaten;
d. Urusan pemerintahan lainnya yang cleh peraturan perundang-undangan
diserahkan kepada Negeri;

(2) Urusan pemarintahan yang mernjadi kewenangan Nogeri Administratif adalah urusan
sebagaimana dimalsud dalam ayat (1) huruf b, huruf ¢ dan huruf d.

Pasal 13

(1) Urusan permeri intahan yang suda}a ada berdasarkan hak asal usul dan hukum adat
setempat, diusulkan oleh Negeri sebagai urusan otonomi asli kepada Bupati dan
ditetapkan dengan Kegutusan Bupati.

@) pgmbiqyaan dan p_enyelenggaraan urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dibiayai oleh Negeri sebagai konsekuensi dari penyelenggaraan otonomi asli.
Pasal 14

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten vang diserahkan
pengaturannya kepada Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal
12 huruf b adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan
pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 15

(1) Jenis urusan yang diserahkan dalam hubungannya dengan penyelenggaraan
urusan pemerintahan oleh NegeriNegeri Administartif ssbagaimana dimaksud

dalam pasal 12 hurif b, huruf ¢ dan huruf d ditetapkan lebi .
Peraturan Daerah. P bih lanjut dengan

2) Penyc_erah:ean urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disertai dengan
pembsgyaan yang ‘;eias' sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dari
Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten.

(3) Negeri/ N_ egeri ‘Administratif berhak menolak melaksanakan penyerahan urusan
;ebagalmana _dlmaksud dalam ayat (2) yang tidak disertai dengan pembiayaan yang
jelas, sarana dan prasarana serta sumbar daya manusia.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
Eagian Kesatu
Umum
Pasal 16

(1) Penyelenggaraan pemerintahan  dilakukan  oleh intaj legeri
‘enggaraan rintaha { pernarintanan  Negeri dan -
Pemsrintahan Megeri Administratif. ™

(2) Pemerintahan Negeri terdiri dari pemerintah Negeri dan Saniri Negeri.

(3) Pemerintahan Negeri Adminictartif terdiri dari Pemeri : s ;
= e t=h Negeri A
_Badan Permusyawaratan Negeri. i en Administratif dan

Bagian Kedus
Pemerintah Negeri
Pasai 17

(1) Pemerintah Negeri terdir
% egeri terdiri darl Kepala Pemerintah i :
Negeri lainnya. o Negeri, dan perangkat pemerintah



(2) Perangkat Pemerintah Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :

a. Juru Tulis/Sekretaris Negeri;
b. Kepala Soa.

(3) Selain perangkat pemerintah Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka
untuk membantu kelancaran tugas tugas Kepala Pemerintah Negeri dapat
ditetapkan perangkat pemerintah Negeri lainnya sesuai ketentuan perundang
undangan yang berlaku dan hukum zdat setempat.

(4) Susunan organisasi dan fata kerja perangkat pemerintah Negeri diatur ebih lanjut
dalam Peraturan Negari dengan berpedoman pada Peraturan Daerah yang
ditetapkan untuk itu.

Bagian Ketiga
Pemerintah Negeri Administratif
Pasal 18

(1) Pemerintah Negeri Administratif terdiri dari Kepala Pemerintah Negeri Administratif,
dan perangkat pemerintah Negeri Administratif lainnya.

(2) Perangkat pemerintah Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
terdiri dari :
a. Sekretaris Negeri Administratif;
b. Pelaksana teknis lapangan;
c. Unsur kewilayahan.

(3) Jumlah perangkat pemerintah Negeri Administartif sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarzakat setempat.

(4) Selain perangkat pemerintah Megeii Administratif sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2), maka untuk membantu kelancaran tugas tugas Kepala Pemerintah Negeri
Administratif dapat ditetapkan perangkat pemerintah Negeri Adminsitratif lainnya
sesuzi ketentuan perundang undangan vang berlaku.

(D) Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah ilegeri Administratif diatur iebir lanjut
dalam Peraturan Negeri Acministratif dengan berpedoman pada Peraturan Daerah
yang ditetapkan untuk itu.

Pasai 19
Peraturan Daerah sebagaimanaz: dimaksud dalam pasal 17 ayat (4) dan pasal 18 ayat
(4) sekurang kurangnya memuat : :

a. Taia cara penyusunan struktur organisasi;

b. Psiangkat pemerintah;

¢. Tugas dan fungsi;

d. Hubungan dan tata kerja. -
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Bagiarn Keempat

Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban
Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif

Pasal 20

(1) Kepala  Pemerintah  Negeri/Negeri  Administratif =~ mempunyai  tugas
manyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala
Pemerintah Negeri/Negeri Adminsitratif mempunyai wewenang :

a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Negeri/Negeri  Administratif
berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Saniri Negeri atau Badan
Permusyawaratan Negeri. _

. Mengajukan raneangan peraturan Negeri/Negeri Administratif,

c. Menetapkan peraturan Neger/Negeri Administratif yang teiah mendapat

persetujuan bersama Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri,

d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan Negeri/Negeri Administratif

mengenai APB Negeri/Negeri Administratif untuk dibahas dan ditetapkan

bersama Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri.

Membina kehidupan masyarakat Negeri/Negeri Administratif.

Membina perekonomian masyarakat Negeri/Negeri Administratif.

Mengkoordinasikan pembangunan Negeri/Negeri Administratif secara partisipatif.

Mewakili Negzeri/Negeri Administratif didalam dan diluar pengadilan dan dapat

menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai peraturan perundang

undangan yang beriaku.

i. Lﬂ.ﬂaﬁamkan wewenang lain sesuai peraturan perundang undangan yang

aku.

o
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Pasal 21

Sle!ain_ wewenang sebagaimana dimaksud dalami pasal 20 ayat (2), Kenala Pemerintzh
Negeri ineiaksanakan wewenang lain sosuai adat istiadat serta huium adat sefempat.

Pasal 22

(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasai 20
dan pasal 21, Kepala Pemerintah NegeriNegeri Administratif  mempunyai
kewajiban :

a. Memeqanq teguh dan mengamalkar Pancasila, Undang Undang Dasar Negara
Republik indonesia Tahun 1945 serta memperiahankan dan memelihara
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

€. Memelihara ketentraman dan ketsrtiban masyarakat,

d. Melaksanakan kehidupan demckrasi.

¢. Molaksanakan prinsig tata pemerintahan Negeri/Nogeri Administratif yang bersih

g:gn ’tnlzbas dari kolusi korupsi dan nepotisme.

njalin hubungan kerja aengan seluruh mitra kerja pemerintahan Neneri/Negeri

Administratif. g oy

8. Menaati dan menegakan seiuruh peraturan pemdang undangan.
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h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan Negeri/Negeri Administartif yarg

baik.
i. Melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan
Negeri/Negori Administratif.

j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan, Negeri/Negeri Administratif.
k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di Negeri/Negeri Administratif.
I Mengembangkan pendapatan masyarakat dan kelembagaan di Negeri/Negeri

Administratif.

m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai nilai sosial budaya dan adat
istiadat.

n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di Negeri/Negeri Administratif,
dan

0. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

(2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Pemerintahan
Negeri/Negeri Administartif mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan
penyelenggaraan pemerintahan Negeri/Negeri Administratif kepada Bupati,
memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada Saniri Negeri dan
atau Badan Permusyawaratan Negeri serta menginformasikan laporan
penyelenggaraan pemerintahan Negeri/Negeri Administratif kepada masyarakat.

(3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan Negeri/Negeri Administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali
dalam satu tahun.

(4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Saniri Negeri atau Badan
Permusvawaratan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1

(satu) kali dalam satu tahun, dalam rapat Saniri Negeri atau Badan

Permusyawaratan Negeri yang dilakukan untuk itu.

(5) Menginformasikan  laporan  penyelenggaraan pemerintahan  NegeriNegeri
Administartit kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atsu disampaikan
secara lisan dalam berbagai pertomuan masyarakat Megeri/Megeri administartif,
radio kemunikasi atau media lainnya.

(6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan olen Bupati sebagai
dasar melekukan evaluasi penyslenggaraan pemeriniahan  Negeri/Negeri
Administrailif dan sebagai bahan pempinaan lebin laniti.

(7)i.aporan akhir masa jabatan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administatif

disampaikan kepada Bupati melaiui Camat dan kepada Saniri Negeri atau Badan
Permusyawaratan Negeri.

Bagian Kelima

Larangan Bagi Kepala Pemerintah Negeri/
Kepaia Pemerintah Negeri Administratif

Paszl 23
Kepala Pemerintah Negeri/Neger: Administratif, dilarang :

a. Menjadi pengurus partai politik.

b. Merangkap jabatan sebagai pimpinan dan atau anggota Saniri Negeri atau Badan
Permusyawaratan Negeri atau Lembaga Kemasyarakatan di Negeri/Negeri
Administratif.
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¢. Merangkap jabatan sebagai anggota legis|atif.

d. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Presiden dan pemilihan
Kepala Da=rah.

e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sckelompok masyarakat dan
mendiskriminasikan waiga atau golongan masyarakat lain.

f. Melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa
dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan
dilakukannya.

) g. Menyalahgunakan wewenang.

h. Melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma agama yang dalanut.
i. Melanggar sumpah/fjanji jabatan.

Bagian Keenam

Pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri/
Negeri Administratif

Pasal 24
(1) Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif berhenti dari jab=tannya, karena :

a. meninggal dunia
b. permintaan sendiri
¢. diberhentikan.

) K_epala Pemerintah Negerifflegeri Administratif  diberhentikan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf ¢, karena :

a. t:‘-erakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru.

o. fidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap
hdsemra ]t;erturut turut selama 5 {enam) bular,

¢. fidak lagi momenuhi syarat sobagai Kepala Pemerintah Negeri i
A_dministraﬁf. 3 i A i

o dinyatakan melanggsr sumpah/janii jabatan.

6. uda!g Mmoisksanakan kewsiiban sebagai Kepala Pemerintah Nageri/Negeri
Administrani, darvatau

f. melanggar iarangan sebagai Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif.

(3) Usul pemberhentian Kepala Pemerintan Negeri/Negeri Administratif sebagaimana
d!mal_qsud pada ayat (1) huruf 2 dan b dan ayat (2) huruf a dan b diusulken olah-
g’mpman Sanin Negsri atau Badan Permiusyawaratan MNegeri kepada Bupati melalui

amat berdasarkan Keputusan Musyawarah Saniri Negeri atau Badan
Permusyawaratan Negeri, 4

@ :-'rs"l pemberhoriticn Kepala Pemerintzh Negeri/Negeri Administratif sebagaimana
Blaf:aksud dalam ayat (2) hunif ¢, d, e dan f disampaikan cieh Saniri Negeri atau
e an  Permusyawarstan Negeri kepada Bupati melalui Camat berdasarkan
d"?l-llusan Msyawarah Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri yang
B adiri 2/3 (dua pertiga) dari Jumiah znggota Saniri Negeri ateu Badan

SfMusyawaratan Neger:.

®) P"’Desiahan dpombeﬂwenﬁan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif
Sebagaimana imaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan
Bupati Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima. 3
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(6) Seteiah diterima pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif
sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), Bupati mengangkat Penjabat Pemerintzh
Negeri/Negeri Administratif.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengangkatan penjabat Kepala
Pemerintah Negeri/Negeri Administratif diatur dengan Peraturan Dacrah.

Pasal 25

(1) Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif diberhentikan sementara oleh Bupati
tanpa melalui usuian Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri apabila
dinyatakan melakiikan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara minimal
5 (lima) tahun berdasarkan putusan Pengadilan yang belum memperoleh kekuatan
hukum tetap.

(2) Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif diberhentikan oleh Bupati melalui
usulan Saniri Negeri atau Badan PermusyawaratanNegeri apabila ferbukti
melakukan undak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan
putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 26

Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif diberhentikan sementara oleh Bupati
tanpa melalui Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri karena berstatus
sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar
dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 27

(1) Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif yang diberhentikan sementara dalam
pasal 23 ayat (1) dan pasal 24 seteleh melalui proses pengadilan ternvata tidak
terbukii bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,
paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus
merehabiiitasi dan/atau mengakiitkan kembali Kepala Pemerintah NegeriNegeri
Administraiif yang bersangkutan sampai dengan akhil masa jabatannyva.

(2) Apabila Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administiatif diberhemtikan sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya
merehabilitasi Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administriaif yang bersangkutan.

Pasai 28

Apabila Kepala Pemerintah Negeri'Negeri Administratif diberhentikan sebagaimana
dimaksud dalam pocal 24, Jurd Tulis/Sekretaris Negeri/Nege:i Administratf
melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Femiorintah Negeri/Negeri Administratif
sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperolah kekuatan hukum
tetap.

Pasal 29

Apabila Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif diberhentikan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 25 ayat {2) dan pasal 26, Bupati mengangkat Penjabat Kepala
Pemerintah Negeri/Negeri Administrati dengan tugas pokok menyelenggarakan
pemilihan Kepala Pemoriniah Negeri/Negeri Administratif paling lama 6 (enam) bulan
terhitung seiak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
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Pasal 30

1) Penyidikan terhadap Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dilaksanakan
setelah adanya persctujuan dari Bupati,

(2) Hal hal yang cikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah :

a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan.
b. diduga telah melakukan tindak pidena kejahatan yang diancam dengan pidana
mati.
(3) Penvyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis oleh
atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

Bagian Ketujuh
Perangkat Negeri/Negeri Administratif
Pasal 31

(1) Perangkat Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat
(2) dan Pasal 17 ayat (2) beturgas membantu Kenala Pemerintah Negeri/Negeri
Administratif dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Negeri/Negeri Adminstratif sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) bertanggungjawab kepada Kopala Pemerintah
Negeri/Negeri Administratif.

Pasal 32

(1) Juru Tulis/Sekretaris Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat (2) huruf a dan Pasal 18 ayat (2) huruf a diisi oleh Pegawai Negeri
Sipil yang memenuni persyaratan,

(2) Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang efektif, pegawai negeri
sipil yang monjabat yang menjabat juru tulis sckectaris negeri sebagairana
dimanksud dalam ayat (1) diperioritaskan kepada anggotz masyarakat Negen yzng
berangskutan.

Pasal 33

() dunt  tulis/Sakretaris  NegeriiAdministrasi Negeri sebagaimana  dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan Pasal 18 ayet (2) huruf a harus memenuni
Persyaratan :

a. berpendidikan serendah rendannya lulusan Sekolan Menengah Umum atau
sederajat.

:‘ mempunyai pengetahuan tentang teknik pemeriritahan.
* Mempunyai pengetshuan dan/atau kemampuan dibidang administrasi
Perkantoran, Lo
« Mempuny=i pengetahuan dan/aiau pengalaman dibidang administrasi keuangan
dan perencanaan.
Memahami soslal budaya masyarakat setempat.

Wajib bertempat tinggal di Negeri/Negeri Administratif yang bersangkutan.
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(2) Juru Tulis/ Sekretaris Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diangkat oleh sekretaris Daerah Kabupaten atas nama Bupati

Pasal 34

(1) Perangkat Negeri/Negeri Administratif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
17 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3), diangkat oleh Kepala
Pemerintah Negeri/Negeri Administratif ciari penduduk Negeri/Negeri Administratif.

(2) Pengangkatan perangkat Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri
Administratif.

(3) Usia perangkat Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
paling rendah 20 (dua puluh tahun) dan paling tinggi €0 (enam) puluh tahun.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat NegeriNegeri Administratif lainnya
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

(5) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) harus memperhatikan
dengan sungguh sungguh adat istiadat, hukum adat dan budaya setempat dan
sekurang kurangnya memuat ;

a. persyaratan calon.
mekanisme pengangkatan.
masa jabatan.

kedudukan keuangan.
uraian tugas

larangan, dan

mekanisme pemberhentian

@~sapgp

Bagian kedelapan

Kedudukan Keuangan Kepala Pemerintah dan
Parangkat Negeri/iNageri Administratif

Pasal 35

(1) Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administiatif dan perangkat NegeriNegeri
Administratif dgiberikan ponghasilar tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya
sssuai dengan Komampuan keuangan Negeri/Negen Administratif.

(2) Penghasilan tetap dan/atau tunj»ngan lainnya yang diterima Kepala Pemerintah
NegeriMNegeri Administratif dan perangkat NegeriMNegeri Administratif sebagaimana
dimaksud dalani ayat (1) diteapkanr setiap tahun daiam APB Negeriivegeri
Administratif.

(3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sama
dengan Upeh Minimum Kabupaten.

(4) Ketentuan lepih lanjut mengenai kedudukan keuangan Kepala
PamnerintahNegeri/Negeri Administratif dan perangkat Negeri/Negeri Administrati
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

(5) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), sekurang kurangnya
memuat rinciun jonis penghasilan, rincian jenis tunjangan, penontuan besar dan
pembebanan pemberian penghasilan atau tunjangan.

BAT V

SANIRI NEGERI DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN NEGERI

Pasal 36

Untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan Negeri/Negeri Administratif di
lingkungan Negeri di bentuk Saniri Negeri dan di lingkungan Negeri Administratif
dibentuk Badan Permusyawaratan Negeri.

Pasal 37

(1) Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri berkedudukan sebagai unsur
penunjang penye'snggara pemerintahan Negari/Negeri Administratif dan mitra kerja
Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif.

(2) Saniri Negeri dan Badan Permusyawaratan Negeri berfungsi menetankan peraturan
Negeri/Negeri Administratif, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 38

(1) Anggota Saniri Negeri merupakan wakil dari unsur masyarakat yang bersifat
geneologis di Negeri yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan sesuai adat
istiadat, hukum adat dan budaya setempat.

(2) Anggota Badan Permusyawaratan Negeri merupakan wakil dari unsur masyarakat
sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku.

(3) Untuk menampung perkembangan dan kebutuhan didalam masyarakat, maka
anggota Saniri Negeri dapat diakomodir dari anggota masyarakat lain selain unsur
keterwakilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sepanjang hal tersebut tidak
berientangan dengan adat istiadat, hukum adat dan budaya setempat.

Pasal 39

(1) Pengaturan iebiki lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasai 38
can pasal 37 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memperhatikan
dengan sungguh sungguh adat istiadat, hukum adet dan budaya setempat, den
sekurang kurangnya memuat :

Persyaratan untuk menjadi anggota sesuai dengan kondisi sosial budaya
masyarakat setempat.

Mekanisma musyawarah dan mufakat penetapan anggota.

:enouahan penetapan anggota.

' mnang.

Hak, kewajiban dan larangan.

iian dan masa keanggotaan.
';ernanuan anggota dan pimpinan.

ctacara pengucapan sumpahijanji

tata tertib dan mekanisme kerja.

Tata cara menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
n kerja dengan kepala pemerintatian Negeri/fMegeri Administratif.

* Keuangan dan administrasi.

FrmFemeaco W
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BAB VI
PERATURAN NEGERI/NEGER| ADMINISTRATIF

Pasal 40

(1) Untuk melaksanakan katentuan dalam caraturan yang lebih tinggi, ditetapkan
Peraturan Negeri/Negeri Administratif,

(2) Peraturan Negeri/Negeri Administratif ditetapkan oleh Kepala Pemerintah
Negeri/Negeri Adininistratif bersama Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan
Negeri.

(3) Peraturan Negeri/Negeri Administratif tidak boleh bertentangan dengan peraturan
perundang undangan yang lebih tinggi .

(4) Peraturan Negeri/Negeri Administratif harus didasarkan pada asas pembentukan
peraturan perundang undangan.

(5) Peraturan Negeri/Negeri Administratif dilaksanakan dengan Keputusan Kepazla
pemerintah Negeri/Negeri Administratif.

Pasal 41

Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka
penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Negeri/Negeri Administratif.

Pasal 42

(1) Dengan Peraturan Daerah ditetapkan pedoman penyusunan Peraturan
Negeri/Negeri Administratif dan Keputusan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri
Administratif.

(2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus berdasarkan
ketentuan perundang urdangan yang beraku,

BAB Vil
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NEGERINEGERI ADMINISTRATIF

Paszal 43

(1) Dalam rangka pen;alenggaraan pemerintahan NegerilNegeri Administratif disusun
perencanaan pembangunan Negeri/Negeri Administratif sebagai sai kesatuan
dalam sistem perencanaan pembangunan Gaerah Kabupaten,

(2) Perencanaan pembangunan Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) disusun secara partisipatif oleh pemerintah MegeriNogeri
Administratif sesuai dangan kewenangannya dengan melibatkan masyarakat dan
lembaga kemasyarakatan Negeri/Negeri Adminisiratif.

(3) Perencanaan pembangunan NegeriNegeri Administratif harus didasarkan pads
data dan informasi yang akurat serta dapat dipertanggung jawabkan yang
mencakup penyelenggaraan pemerintahan, orpanisasi dan tata laksana
pemerintahan, keuangan, profii dan informasi lain yang terkeit dengan

ig

penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat Negeri/Negeri
Administratif.

(4) Perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam avat (1) meliputi
Pencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 6 (lima) tahun yang ditetapkan
dengan Peraturan Negeri/Negeri Administratif dan Rencana Kerja Pembangunan
(RKF) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Pemerintahan Negeri/ilegeri Administratif dengan berpedoman kepada Peraturan
Daerah.

(5) Peraturan Dacrah sebagai pedoman sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)
memuat :

a. Tahapan;

b. tata cara penyusunan;

¢. nengendalian dan pengawasan,

d. evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

BAB Vil
KEUANGAN NEGERINEGERI ADMINISTRATIF

Pasal 44

(1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan Negeri/Negeri Administratif yang menjadi
kewenangan Negeri/Negeri Administratif didanai dari anggaran pendapatan dan
belania Negeri/Negeri Administratif, bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah
daerah.

(2) Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah
i i Administratif didanai dengan anggaran pendapatan dan belanja
daerah.

(3) Penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah
Negeri/Nageri Adminisiretf didanai oleh anggaran ponadapaten dan belanja
Negeii/Nageri Administratir.

Pasal 45
(1) Sumber pendapatan Negeri/Negeri Administratif tardii dzri -
3. Pendapatan Asli Nageri/Negeri Administratif, yang berasal dari :

- Pendapatan yang diperoleh dari usaha Negeri/Negeri Administratif.

= P<ndapatan yang diperoleh dari nasii kekayaan Negeri/Negeri Administratif.

= Pendapatan dari hasil swadaya dan partisipasi masyarakat NegervNegeri
Administratif,

* Pendapatan yang diperoleh dari hesil gotong royong Mageri/Negeri
Arministratif.

- Pendapatan yang diperoleh dari pungutan Negeri/Neger: Administratif.

* Pendapatan yeng dipercleh dari iembega kemesyarekatan.
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b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, yang

terdiri dari :

- Pendapatan dari bagi hasil pajak dacrah Kabupaten.

- Bagian dari dana perimbangan keuzngan pusat dan daerah yang diterima
oleh Kabupaten.

- Bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaton
dalam rangka urusan pemerintahan.

Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Pinjaman Negeri/Negeri Administratif:

Hasil kerjasama antar Negeri/Negeri Administratif:

Lain lain pendapatan Negeri/Negeri Administratif sesuai ketentuan perundang-
undangan yang berlaku;

~® aop

(2) Pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan

Daerah;

(3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang kurangnya

2)

)

)

@

memuat :

sumber pendapatan.

jenis pendapatan

rincian bagi hasil pajak dan retribusi daerah.
bagian dana perimbangan

presentasi dana alokasi Negeri/Negeri Administratif.
hibah.

sumbangan.

kekayaan.

FTea~oaopon

Pasal 46

(1) Untuk kebutuhan pendapatan dan belanja Negeri/Negeri Administratif selama satu

tahun disusun Anggaran Pendepatan dan Belanja Negeri/Negeri Administralf yang
ditetapken dengan Peraturan Negeri/ivegen Administratic.

Rencana anggaran pendapaten dan Belanja Negeri/Negeri Administratif dibahas
dalam musyawarah pembangunan Negeri/Nogeri Administratif,

Pedeman penyusunan, perubahan. perhitungan dan pertanggung jawahan .

pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja NegeriMegeri Administratif
sebagaimana dimaksud daiam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daeran;

Pasal 47

Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif adalah pemegang kekuasaan
pengelolnan keuangan NegeriNegeri Administraif.

Daiam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
Mepala Pemerintahan Negeri/Negeii Administratii dapat meiimpahkan sebagian
atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penatausahaan, pelaperan
kepada perangkat Negeri/Negeri Administratif.

©)

N

M

@
©)

@)

()

)

Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan keuangan Negeri/Negeri Mmlnlstmtif
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Negeri/Negeri
Administratif dengan mengacu kepada pedoman pengelolaan keuangan
Negori/Negeri Administratif yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
BADAN USAHA MILIK NEGERINEGERI ADMINISTRATIF

Pasal 48
Administratif dapat mendirikan Badan Usaha Milik Negeri/Negeri

Administratif sesuai kebutuhan dan potensi yang tersedia di wilayahnya,

Pembentukan Badan Usaha Milik Negeri/Negari Administratif ditetapkan dengan
Peraturan Negeri/Negeri Administratif dan harus berpedoman pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

Badan Usaha Milik Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) harus berbadan hukum.

Badan Usaha Milik Negeri/Negeri Adiuinistratif adalah badan usaha yang dikelola
oleh Negeri/Negeri Administratif.

Kepengurusan Badan Usaha Milik Negeri/Negeri Administratif terdiri dari
pemerintah Negari/Negeri Administratif dan masyarakat.

Pasal 49
Permndalan Badan Usaha Milik Negeri/Negeri Administratif dapat berasal dari :
Pemerintah NegeriNegeri Administratii.
Tabunigan masyarakat.
Santuan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.
Pinjaman, dan atau
Fenyertaan modal pihak lain aitau kerja sama bagi hasil atas dasar saiing
menguntungkan.
Badan Usaha Milik NegeriMNageri Administratif dapat melakukan pinjaman sesuai
peraturan perundang-undangar yang berlaku setelah mendapat persatujuan Saniri
Negeri atau Badan Permusyawaratar Negeri;

Pasal 50

papoD

(1) Keientuan lebih ianjut mengenai tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan

Milik Negeri/Negeri Administratif diatur dengan Peraturan daerah.

(2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang kurangnya

memust:

a. bentuk badan hukum.

b
ngurusan
€. hak dan

d. permodalan
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e. bagi hasil usaha
f. kerjasama dengan pihak ketiga
g. mekanisme pengelolaan dan pertanggung jawaban

BAB X
KERJASAMA

Pasal 51

(1) Untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di
Negeri/Negeri Adminstratif dapat dilakukan kerjasama antar Negeri/Negeri
Administratif atau dengan pihak ketiga yang saling menguntungkan sesuai dengan
wewenangnya.

(2) Kerjasama sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang membebani
masyarakat harus mendapat persetujuan Saniri Negeri atau Badan
Permusyawaratan Negeri.

(3) Untuk pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalem ayat (1) dapat
dibentuk Badan Kerjasama.

Pasal 52
Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (1), meliputi bidang :

peningkatan perekonomian masyarakat iNegeri/Negeri Administratif.

Peningkatan pelayanan pendidikan.

Kesehatan.

Sosial budaya

Ketentraman dan/atau ketertiban

Pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memiperhatikan
kelestarian lingkungan.

~epoo0U®

Pazal 53

(1) Ketentuan lebib l1anjut mengenai pelaksanaan kerjasama antar Negeri/Negeri
Administratif, dan kerjasama dengan pihak ketiga diatur dengan Peraturan Daerah.

(2) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang kurangnya
mamuat : ]

ruang lingkup

. tugas dan tanggung jawab

pelaksanaan

. penyelesaian perselisihan

. tenggang waktu

pembiayaan

~o00OTD

Pasal 54

{1) Pembangunan dalam kawasan Negeri/Negeri Administratif yang dilakukan oleh
pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten dan atau pihak ketiga
wajib mengikutsertakan Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Saniri Negeri
atau Badan permusyawaratan Negeri.
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(2) Dalam  perencanaan, pelaksanaanan  pembangunan, pemanfaatan dan
pendayagunaan k_awasart Negeri/Negeri Administratif, wajib mengikutsertakan
masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.

(3) Ketentuan lebih lanjut sebagainiana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan
Peraturan Daerah.

(4) Percturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) sekurang kurangnya
memuat :

a. kepentingan masyarakat Negeri/Negeri Adminstratif melalui keikutsertaan
masyarakat.

kewenangan Negeri/Negeri Administratif.

kelancaran pelaksanaan investasi.

kelestarian lingkungan hidup

keserasian kepentingan antar kawasan dan kepentingan.

penginormatan adat istiadat, hukum adat dan budaya setempat.

"Pooo

BAB XI
LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 55

) D| Negeri/Negeri Administratif dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan yang
datetaplr:an dengan Peraturan Negeri/Negeri Administratif dengan berpedoman pada
::l'ait :(iuadat dan hukum adat setempat serta ketentuan perundang-undangan yang

aKu,

2 Lembaga kemasgarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas
membantu Pamerintah l\_’egeri.’Negeri Administratif dan merupakan mitra dalam
;l;enyelengiaraan tugas tugas pemerintahan, nembangunan dan pemberdayaan

asyarakat;

(&) gaet;:t:an lebih [aniut mengenai lembaga kemasyarakatan diatur dengan Peraturan

“) Eefat}x!an Daerah sehagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus memperhatikan
ondisi sosial budaya masyarakat dan sekurang kurangnya memuat :

- lata cara pembentukan
- maksud dan tujuan
tugas, fungsi dan kewajivan
pengurusan
tata keija 1
- hubiingan kerja
9. sumber dana.

panoe

-

BAB Xl
PEMB!NAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 56

() Pemeri .
Smerintah  dan pemerintah  Provinsi wajib membina penyelenggaraan
emerintahan Negeri/Negeri Administratif dan lembaga kemasyarakatan.



(2) Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi
penylenggaraan  pemerintah  Negeri/Negeri Administratif dan lembaga
kemasyarakatan.

Pasal 57
Pembinaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) meliputi :

a. memberikan pedoman dan standart pelaksanaan urusan pemerintahan
Negeri/Negeri Administratif dan lembaga kemasyareajatan.

b. memberikan pedoman tentang bantuan pembiayaan dari pemerintah, pemerintah

provsinsi dan kabupaten kepada NegeriNegeri Administratif.

memberikan pedoman pendidikan dan pelatihan.

. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif.

e. memberikan pedoman dan standart tanda jabatan, pakaian dinas dan afribut bagi
kepala pemerintahan Negeri/Negeri Administratif serta perangkat Negeri/Negeri
Administratif.

f. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pemerintahan
Negeri/Negeri Administratif dan lembaga kemasyarakatan.

g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan
pemerintahan Negeri/Negeri Administratif can lembaga kemasyarakatan.

h. menetapkan bantuan keuangan langsung kepada NegeriNegeri Administratif.

i. melakukan pendidikan dan pelatihan tertentu kepada aparatur pemerintahan daerah
yang bertugas membina pemerintahan Negeri/Negeri Administratif.

j. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan Negeri/Negeri
Administratif pada Negeri/Neger Administratit tertentu. -

k. melakukan upaya upava percepatan atau akselerasi pembangunan NegerifNegeri
Administratif, dan

I. pembinaan lainnya yang diperiukan.

ao

Pzsal &8

Pembinzan pemeriniah Provinsi sebagaimana dimasksud dalam pasal 56 ayat (1)
meliputi

memberikan pedomar: pelaksanaan tugas pembantuan dan provinsi.

menetapian bantuan keuangan deri pemerintah provinsi.

meniastiitasi penvisunan peraturan daerah kabupaten.

meiakukan pengawasan peraturan daerah kabupaten.

memfasilitasl keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istidat,
lembaga adat beserta hak hak tradisionalnya dalam pelakszanaan pemerintahan
Negeri/Negeri Administratif.

melaksanakan pendidikan dalam pelatihan tertentu skala provinsi.

. melakukan pcnelitian tentang penyelenggaraan pomerintahan Negeri/Nageri
Administratif pada Negeri/Neger: Administratif tertentu.

memberikan penghargaan aias prestasi penyelenggaraan pameiintzhan
Negeii/Negeri £dministratif dan lembaga kemasyarakatan tingkat provinsi,

i. melakuken upaya upava peicepatan atau akselerasi pembangunar Negeri/Negen
Administratif skala provinsi.

®poTD

> a—
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Pasal 59

Pembinaan dan pengawasan pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam
pasal 56 ayat (2), meliputi :

a. menetapkan pengaturan kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya
kepada Negeri/Negeri Administratif.

b. memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten ke
Negeri/Negeri Administratif,

¢. memberikan pedoman penyusunan Peraturan Negeri/Negeri Administratif dan
Peraturan Kepala Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif.

d. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga
kemasyarakatan.

e. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif.

f. melakukan penelitian tentang penvelenggaraan pemerintahan negeri/Negeri
Administratif.

g. melakukan evaluasi dan pengawasan peraturan Negeri/Negeri Administratif.

h. menentukan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Negeri/Negeri
Administratif.

i. mengawasi pengelolaan keuangan Negeri/Negeri Administratif dan pendaya gunaan
aset NegeriNegeri Administratif.

j. meiakukan pembinaan dan pengawsan penyelenggaraan pemerintahan
Negari/Negeri Administratif dar lembaga kemasyarakatan.

k. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai ada* istiadat,
lembaga adat beserta hak hak tradisionalnya deiam pelaksanaan pemerintahan

Negeri/Negeri Administratif,
l. menyelenggarakan pendicikan dan pelatihan bagi pemerintah Negeri/Negeri
Administratif dan iombaga kemasyarakatan.

M. menetapkan pakaian dan afribut lainnya bagi Kepala Pemerintah Negeri/Negeri
Administratif, perangkat NegeriNegeri Administratif dan Saniri Negeri atau Badan
Permusyawaratan Negeri sesuai kondist dan sosial budaya masvarakat setempat.

A. Memberikan penghargazn ates presiasi yang dilasksanakan delam penyelengoaraars
Pemerintahan MNegeri/Negeri Admiinistratif dan lembaga kemasyarzkatan.

0. memberikan saksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Pemerintah
fiNegeri Administratif sebagaimana diatur dalam peraturan parundang
ngan.

P. melakukan y u rcepatan atau akseierasi pembangunan Negeri/Negeri
Fiviorsy __pava paya parcepa pembang egeri/Neg

Pasal 80 ¢
Pel‘ﬂbiml i N dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (2),

.

2. Memfasilitas penyusunan peraturan Negeri/Negeri Administratif dan Peraturan
Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif
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b. memfasilitasi administrasi tata pemerintahan Negeri/Negeri Administratif.

c. m=mfasilitasi  pengelclaan  keuangan  Negeri/Negeri  Administratif  dan
pendayagunaan aset Negeri/Negeri Administratif.

d. memfasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah kabupaten yang diserahkan
kepada Negeri/Negeri Administratif,

e. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan.

f. memfasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan
perangkat Negeri/Negeri Administratif.

g. memfasilitasi upaya penyelengaraan ketentraman dan ketertiban umum,
h. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan.
i. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan pertisipatif.

j. memfasilitasi kerjasama antar Negeri/Negeri Administratif dan kerjasama dengan
pihak ketiga.

k. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Negeri/Negeri Administratif.

I. memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama lembaga
kemasyarakatan dengan pihak ketiga.

m. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan,
dan

n. memfasilitasi kordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga
kemasyarakatan.

BAB Xl
WILAYAH PETUANAN NEGERI
Pasal 61
(1) Wilayah Petuanan Negeri terdiri dari wiiayah darat dar laut.

(2) Penetapan batas wilayah petuanan Negeri ditetapkan dengan Peraturar Daecrah
dengan mengingat hak asal usul menurut hukum adat setempat seria peraturan
perundang undangan yang berlaku.

(3) Peretapan Batas Petuanan wiiavah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) uituk

memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah petuanan.
Pasai 62
(1) Untuk menentukan batas wilayah petuanan Negeri, dibentuk Tim Penegasan Batas
Wilayah Petuanan Negeri.

(2) Tim Penegasan Batas Wilayah Petuanan Negeri, terdiri dari pemerintzh kabupatan,
pemerintah lkccamatan, wakil Negeri acn tolioh masyarakat/adat,

(3) Jum!ah anggota, tugas dan wewenang Tim Penegasan Batss Wilayair Petuanan
Negeri, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
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h Daerah wajib memberikan dukungan fasilitas dan pendanaan bagi

i m‘::an tugas Tim Penegasan Batas Wilayah Petuanan Negeri.

1)

@

(©)

)

@

)

1)

@

Pasal 63

Untuk kelancaran penyelenggaran tugas tugas administrasi pemerintahan, maka
didalam wilayah petuanan Negeri ditetapkan batas wilayah pemerintahan dengan
Keputusan Bupati;

Penetapan batas wilayah pemerintahan dalam wilayah petuanan Negeri tidak

* diperkenankan merubah, menghilangkan, memindahkan dan atau mengalihkan

status wilayah petuanan Negeri yang bersangkutan;
Penstapan batas wilayah pemerintahan dalam wilayah petuanan Negeri harus
mendapat pertimbangan dari Negeri pemilik petuanan;
BAB XIV
PENYELESAIAN PESELISIHAN

Pasal 64

Penyelesaizn sengketa dibidang hukum adat termasuk sengketa petuanan dapat
ditangani dan diputuskan oleh Saniri Negeri atau Dewan Adat yang khusus
dibentuk untuk itu sesuai kewenangan menurut Ketentuan hukum adat setempat,
sepanjang tfidak bertentangan dengan ketentuan perundang undangan yang

Pemerintah Daerah dan atau aparat penegak hukum lainnya dapat berperan
sebagai mediator daiam penyelesaian sengketa sesuai ketentuan dalam avat (1);

Dalam hal terjadinya suatu sengketa dibidang hukum adat yang berdampak luas
dan dapat mengganggu ketertiban umum dan keamanan, Pemerisitah Daerah dan
aparat penegak hukum lainnya dapat mengambil langkah langkah untuk
mangatasinya baik diminta maupun tidak diminta.

BAB XV
ADAT !STIADAT, BUDAYA DAN BAHASA,

Pasai 85

F-Jlam rangka pemeliharaan, pengembangan dan penghormatan terhadap adat
dan budaya daerai:, Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi kegiatan adat
dan budaya didalam masyarakat malalui Lembaga Kebudayaan Adat;

Selain bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa daerah ditstapkan
i bahasa dalam pergaulan masyarakat,

Untiiic kepentingan pemeliharaan dan pengembangan bahasa daerah, Pemerintah
h menatapkan dan memfesilitasi bahasa daorsh sebagai kurikulum muatan
mulai dari tingkat pendidiken dasar sampai pendidikan menengah;
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)

Pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati
serta memperhatikan ketentuan perundang undangan yang berlaku;

BAB XVi
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 66
Masa jabatan Kepala Desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis

masa jabatannya.

Anggota Badan Perwakilan Desa atau Lembaga Musyawarah Desa yang ada
pada saat ini telah menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya.

Sekrataris Desa yang ada selama ini yang bukan Pegawai Negeri Sipil secara
bertzhap diangkat menjadi Pegawai MNegeri Sipil sesuai ketentuan perundaiig
undangan yang berlaku.

BAB XVil
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 67

Negeri yang sekarang menjadi dusun atau yang mengalami penggabungan
menjadi satu negeii, maka sejak ditetapkan peraturan daerah ini dikembalikan
statusnya sebagaimana sebelum terjadinya perubahan, paling lambat satu tahun.

Masa jabatan kepala desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis
masa jabatannya;

Anggota Badan Perwakilan Desa atau Lembaga Musyawarah Desa yang ada
pada saat ini telah menjalangkan tugas samipai habis masa jabatannys;

Sekretaris desa yang ada selama ini, yang bukan pegawai nageri sipil, secara
bertahap diangkat menjadi pegawai negeri sipil sesuai peraturan perundangan
yang berlaku.

Pasal 68

Semua Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Dacrah ini
dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal ditetapkan Peraturan Daerah ini;

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih
lanjut dengan ketentuan perundang undangan,

Peraturan Daerzh ini mulai berlaku pada tanggal diundangikan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku

Tengah.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 9 Pebruari 2006

BUPATI MALUKU TENGAH,
ttd
ABDULLAH TUASIKAL

Diundangkan di Masohi
pada tanggal 13 Juli 2006

SEKRETARIS DAERAH,
itd
JUSUF LATUCONSINA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
TAHUN 2006 NOMOR 126
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR 01 TAHUN 2006

TENTANG
NEGERI

PENJELASAN UMUM

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, menetapkan Desa atau
yang disebut dengan nama lain, merupakan kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah, berwenang untuk mengatur dan mengurus kspentingan
masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui
dan dihormati dalam sistem Pemerintahan tlegara Kesatuan Republik Indonesia
dan berada di kabupaten/kota. Ketentuan dalam Undang Undang Nomeor 32 Tahun
2004 ini mengacu pada pada pasal 18 B Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945 (sctelah di amandemen), yang battumpuh pada landasan
pemikiran tentang pengaturan mengenai desa yaitu keanekaragaman, partisipasi,
otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk meniabarkan iebih jauh jiwa dan semangat yang terkandung dalam pasal
18 B Undang Undang Dasar 1945 dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004,
maka Pemerintah Daerah Provinsi Maluku melalui Peraturan Daerah Provinsi
Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai
Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku
yang pada prinsipnya menatapkan Negeri sebagai kesatuan masyarakat hukum
adat di Previnsi Maiuku,

Di Kabupaten Maluku Maluku Tengah vang pada umumnya merupaxan
masyarakat adat, dikenal kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat dengan nama
Negeri yang diatur berdasarkan hukum adat setempat. Kesatuan kesatuan

masyarakat adat tarsebut beseita perangkat pemerintahannya telah lama ada, hidup |

dan terus berkembang serta dipertahankan dalam tata pergaulan hidup masyarakat.
Disamping terdapat puia kesatuan kasatuan masyarakat hukum diluar kesatuan
geneologis Negeri yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena
transmigrasi atau karena alasan lain yang menyepabkan warganya plurslistis,
majemuk atau heterogen. Kesatuan kesatucn masyarakat seperti ini perlu
ditampuna dalam kesatuan masyarakat hukum yang dlkenal dengan Negeri
Administratif. Demikian pu'a karena alasan luasnva wilayah suatu Negeri, maka
dalam rangka pemberian pelayanan yang efektif kepada masyarakat daiam
pcnyelenggaraan pamerintzhan dapat dibeniuk’ wilavah bawahan Neger vang di
Kabupaten.Maluku Tengah selama ini dikenai dengan Kampung atau nama lain.

Dengan memperhatikan hak asal usul yang dimiliki Negeri, maka didaiam
wilayah petuaian Negeri tidak dapat dibentuk Negeri baru, namun Desa Deca yang
sudah ada sebelumnya dalam petuanan Negeri atau wiiayah bawahan Negeri yang

30

saat ini telah menjadi desa difinitif untuk kepentingan penyeragaman dalam
pelaksanaan pemerintahan akan ditetapkan menjadi Negeri Administratif.

Hal penting lainnya yaitu walaupun d2lam wilayah petuanan Negeri tidak dapat
dibentuk negeri baru, namun di wilayah wilayah tertentu seperti ibu kota Kabupaten
atau iKecamaian, terjadi pembauran masyarakat yang bersifat heterogen. Di wilayah
tarsebut dibuka kemungkinan untuk dibentuk kelurahan.

Ketika berlakunya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan
Desa, kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat isrsebut beserta perangkat
pemerintahannya tidak terakomodir dalam struktur pemerintahan Desa, namun
kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat torscbut dan perangkat organisasi
pemerintahan beserta hak, wewenang dan tugas-tugasnya tetap berjalan
sebagaimana mestinya dan tetap dihormati oleh seluruh masyarakat di Kabupaten
Maluku Tengah.

Dengan berlakuiya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan
Pemerintah Nomer 32 Tahun 2005 dan Peraturan Dasrah Provinsi Maluku Nomor
14 Tahun 2005, kesatuan kesatuan masyarakat fiukum adat beserta perangkat
pemerintahan adat di Kabupaten Maluku Tengah tersebut diharapkan dapat
memperoleh legalitas hukum melalui kebijakan regulasl dibldang perundang
undangan lokal dengan berbagai penyesuaian berdasarkan ketentuan hukum positif
yang dapat membantu kelancaran penyelenggaraahn pemerintahan daerah di
Kabupaten Maluku Tengah.

Dengan demikian revitalisasi kesatuan masyarakat adat Negeri, baik secara
struktural maupun fungsiorai dimaksudkan untuk dapat memacu partisipasi
masyarakat di Maluku Tengah dalam mempercepat proses pembangunan dan
pertumbuhan ekonomi daerah.

Peraturan Daerah tentang Negeri ini akan dijadikan sebagai “umbrella provision”
(ketentuan payung), untuk melahirkan berbagai kebijakan regulasi pad tataran tata
hukum lokal yang diharapkan mampu menjadikan wilayah Kabupaten Maiuku
Iengah akan berkembang lebih maju lagi sesuai dengan ciri dan karakteristik

aerannya..

Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat yarg terikat karena hubungan
geneologis (hubungan darah) dan territorial {wilayah), yang memiliki batas-batas
yunisdiksi, dan berfungsi mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
berdasarkan csal usul dan adat istiadat sotempat sebagai wujud dari kewenangan.
beidasarkan otonomi asil/otonomi bawaan serta kewenangan pemerintahan dalam
bentuk urusan tugas pembantuan yang diserahkanan oleh Pemerintah, Pemerintah

dan atau Pemerintah Kabupaten maupun urusan yang tidak dilaksanakan
oleh Kabupaten seita urusan yang diberikan berdasarkan ketentuen perundang-
Undangan yang berlaku;
Hal H:!i berarti Negeri dalam kedudukannya sebagai kesatuan geneologis territorial
diberikan wewenang untuk melakanakan tugas-tugas administrasi pemerintahan
;5“9 sebelumnya dilaksanakan olen Desa pada waitu waktu sebelumnva.
di“"ﬂﬂturan Nogeri sebagai wadah kesatuan masvarakat hukum adat yang dikenal

Kabupaten Maluku Tengan Iiil beserta perangkat organisasinya dllakukan melalui

ran Daerah yang berfungsi sebagal ketentuan payung (umbrella provision).
demikian Peraturan Daerah ini hanya akan mengatur hak hal yang bersifat

Pokok pokok saja yang selanjutnya akan dijabarkan lebiii lanjut dengan berbagai
fogulasi dibidang perundang undangan lokal lainnya seperti Peraturan Dasran,
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Peraturan/Keputusan Bupati atau Peraturan/Keputusan Negeri sesuai kewenangan

yang dimilikinya.

Pasal 1 s/d Pasal 2
Pasal 3 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3) s/c ayat (4)
Pasal 4 ayst (1)

ayat (2) s/d ayat (5)
Pasz2! 5 ayat (1) s/d ayat (2)
Pasal Eayat (1)

avat (2)

ayat (3) s/d syat (4) :
Pasal 7
Pasal 8 ayat (1)

. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

: Cukup Jelas
: Yang dimaksud dengzn “nama lain” dalam keientuan

ini, seperti : Palti, Orang Kaya yang pemah dikenal
pada Negeri-Negeri di Maluku Tengah.

: Yang dimaksud dengan hal hal yang bersifat khusus

dalam  ketentuan iniantara lain jika pada
matarumah/keturunan yang berhak menjabat sebagai
kepala pemerintah Negeri, keturunannya lenyap (tidak
ada lagi keturunan), anggota keturunannya cacat
physik atau mental sehingga tidak dapat menjalankan
tugas sebagai kepaia pemerintah Negeri, moralnya
yang oleh keluarga/keturunan tidak pantas menjabat
kepala pemerintah Negeri (misalnya penjudi, pemabuk
dan lain lain), atau belum memenuhi syarat untuk
ditetapkan sebagai kepala pemenntah Negeri. Dalam
hal yang demikian jabatan kepala Pemecrintah Negeri
dapat dialihkan kepada pihak lain atas musyawarah
dan diputuskan oleh keluarga yang keturunannya
berhak atas jabatan kepala pemerintah Negeri tersebut;

: Cukup jelas

: Yang dimaksud dengan Negeri Administratif dalam

ketentuan ini diantaranya desa desa yang sebelumnya
dibentuk karena program iransmigrasi atau dengan
alasan lain yang penduduknya sudah sangat
heterogen atau pluraiis.

: Cukup jelas

: Cukup jelas

: Pengangkatan adalah pengesahan kepala pemerintan
diajuken oleh-

negeri jika celon vang
matarumah/keturunan yang berhak hanya satu orang
calon dalam hal -calon yang diajukan mata
rumah/keturunan yang berhak 2 orang atau lebih, maka
calon akan dipilih oleh warga neger Yyang
bersangkutan. Pemilihan tersebut berlaku pada Kepala
Pemerintah Negeri Administratit.

: Usia calon bagi bagi Kepala Pemerintah Negeri dalam

huruf ¢ disesualkan dengan ketentuan adat istiadat
hukum adat setempat.

Cukup jelas

: Cukup jelas
: Cukup jelas
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ayat (2)

ayat (3) s/d ayat () :
Pasal 9
Pasal 10ayat (1)
ayat (2)

avat (3)
ayat (4)

ayat (5) s/d ayat (6) :
Pasal 11ayat (1)

ayat (2)
Pasal 12ayat (1)

: Wilayah pemukiman yang berada didalam wilayah

petuanan Negeri yang selama ini dikenal dengan dusun
tetap diakui, tetapi berganti nama dengan kampung
atau nama lain sobagai wilayah bawahan Negeri.
Pemekaran wilayah bawahan lain dalam petuanan
Negeri dapat dilakukan sesuai kebituhan dan atau
karena luasnya wilayah Negeri yang “ersangkutan.

Cukup jelas

: Cukup jelas
: Cukup jelas
. Pendapat dan saran masyarakat yang dimaksud dalam

ketentuan ini adalah usulan dari 2/3 penduduk
Negeri/Negeri Administratif yang mempunyai hak pilih.

: Cukup jelas
: Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil daiam

ketentuan ini adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten.
Cukup jelas

: Yang dimaksud dengan kekayaan dalam ketentuan ini

adalah kekayaan dibidang administratif.

: Cukup jelas
: Yang dimaksud dengan kewenangan berdasarkan hak

asal usul Negeri dalam ketentuan huruf a adalah hak
untuk mengatur dan mengurus  kepentingan
masyarakat setempat sesuai dengan asal usul, adat
istiadat dan hukum adat yang beriaku dan tidak
bertentangan dengan peraturan perundang undangan
yang berlaku seperti sasi, hak atas wilayah petuanan
baiik darat maupun jaut dan lain fain. Pemerintah
Dacrali Kabupaten mengindentifikasi hak asal usul
tersebut dan mengambalikan kewenangan tersebut
kepada Negeri yang ditetapkan dalem Peraturan
Daersh berdasarkan usul dari Negeri.

Yang dimaksud dengan kewenangan Kabupaten yang
diserahkan pengaturannya kepada Negeri/Negeri
Administratif dalam ketentuan hunf b seperti
kewenangan dibidang pertanian, peratambangan dan
energl, kehutanan dan perkebunan, perindustrian dan
pedagangarn, perkoperasian, ketenagakerjaan,
kesehatan, pendidikan, kebudayaan, scsial, pekerjaan
umum,perhubungan, lingkungan hidup, perikanan,
poliik- dalam negeri dan adminisirasi publik,otonomi
Negeri, perimbangan keuangan, fugas pembantuan,
parawisaia, pertanahan, kependudukan kesatuan
bangsa dan perlindungan masyarakat perencanaan
penerangan/informasi dan komunikasi. Pemaiintah
Kabupaten melakukan indentifikasi, pembahasan dan
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ayat (2)
Pasal 13 s/d Pasal 19
Pasal 20 ayat (1)

ayat (2)

Pasal 21
Pasai 22ayat (1)

ayat (2)

penetapan jenis jenis kewenangan tersebut yarg
diserahkan pengaturannya kepada Negeri/Negeri
Administratif.

: Cukup jelas
: Cukup jelas
: Yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan” antara

lain pengaturan kehidupan masyarakat sesual dengan
kewenangan Negeri/Negeri Administratif §epe[tl
pembuatan peraturan Negeri/Negeri Administratif,
pembentukan lembaga nemasyarakatan,pembentukan
Badan Usaha Milik Negeri/Negeri Administratif,
kerjasama antar Negeri/Negeri Administratif.

Yang dimaksud dengan “urusan pembangunan® aqtara
lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan
sarana prasarana fasiltas umum NegenNege_n
Administratif seperti jalan NegeriMegeri Administratif,
jembatan NegerifNegeri  Administratif, _idgas!
NegeriNegeri  Administratif, pasar ~Negeri/Negeri
Administratif.

Yang dimaksud dengan “urusan kemasyarakztan':
antara lain pemberdayaan masyarakat melalui
pembinaan kehidupan sosial budaya 'masyara!cat
seperti bidang kesehatan, bidang pendidikan, adat
istiadat.

Urtuk mendamaikan perseiisihan, sebagaimana
dimaksud dalam huruf k kepala per:?erintah _Negari
dapat dibantu oleh lembaga adat di Negeri yang
bersangkutan.

: Yang dimaksud dengan mengkordinasikan

pembangunan  Negeri/Negeri Administratif secara
periisipatif dalam huruf g adalah memiasilitasi
dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan,

pengembangan dan pelestaiian pembangunan dl.

Megeri/Nageri Adninistratif.

: Cukup jelas
. Un*tuk mendamaikan sebagaimana dimaksuc dalam

huruf k, pemerintah Negeri dapat dibantu oleh
Lembaga adapt di Negeri yang bersanhgkutan.

: Yang dimaksud dengan “laporan penyelenggaraan

merintahan  Negeri/Nogeri  Administratif® adalah
?pomn semua keglatan Administratif
berdasarkan kewenangan Negeri/Negeri Administratif
yang ada, serta tugas fugas dan keuangen deri
pemerintah, pemerintah  provinsi, pemerintah
Kabupaten.

34

ayat (3)
ayat (4)

ayat (5)

ayat (6)

ayat (7)

Pasal 23
Pasal 2dzyar (1)

ayat (2)

ayat (3) s/d ayat (7) :

Pasal 25s/4 Pasal 29

30ayat (1) s/d ayat (2):

ayat (3)
n“m:‘ﬂ :

'M”wu)

Yang dimaksud dengan “memberikan keterangan
pertanggungjawaban™ adalah keterangan seluruh
proses pelaksanaan peraturan peraturan Negeri/Negeri
Administratif termasuk APB Negeri/Nogori Administratif.
Yang dimaksud dengan * menginformasikan laporan
penvelenggaraan pemerintahan Negeri/Negeri
Administratif kepada masyarakat® adalah memberikan
informasi berupa pokok pokok kegiatan,

: Cukup jelas

: Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri

dapat mengajukan pertanyaan kiitis atas laporan
keterangan pertanggungjawaban kepala pemerintah
Negeri/Negeri  Administratif, tetapi tidak dalam
kapasitas menolak atau menerima.

: Infoimasi laporan penyelenggaraan pemerintahan

Nageri_ kepada masyarakat dapat juga disampaikan
melalui rapat Saniri Besar yang menghadirkan seluruh
masyarakat Negeri,

: Yang dimaksud pembinaan dapat berupa pemberian

sanksi dan/atau penghargaan.

: Yang dimaksudkan dengan laporan akhir masa jabatan

adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan
Negeri/Negeri Administratif.

Lgporan penyelenggaran Negeri/Negeri Adminstratif
disarpaikan kepada Bupati dan Saniri Negeri atau
Badan Permusyawaratan Negeri, selambai-lambatnya
3 bulan sebelum berakhinnya masa jabatan,

. Cukup jelas
: Cukug jelas
: Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan

dan eatau berhalangan fetap secara berturut turut
selarma 6 (enam) bulan dalam huruf b, tidek termasuk
dalam rangka melaksanakan tugas dalam rangkz
kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan.

Pemyataarn melanggar sumpahfjanji jabatan dalam
huruf ¢ ditetapkan dengan putusaii bengadilan.
Cukup jelas

: Cukup jelas

Cukup jelas

: Pemberitahuan seccra tertulis dapat didahuiui dengar

pemberitahuan lisan melalui alat komunikasi.

: Cukup jelas
: Cukup jelas



ayat (2)

Pasal 33 ayat (1)

ayat (2)
Pasal 34
Pasal 35 ayat (1)

cyat (2) s/d ayat (5)
Pasal 36

Pasal 37 s/d Pasal 40
Pasal 41

Pasal 42
Pasal 43 ayat (1)
ayat (2)

ayat (3) s/d ayat (5) :
Pasal 44
Pasal 45 ayat (1)

: Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai juru

tulis/sekretaris Neaeri diperioritaskan kepada enggota
masyarakat Negeri yang bersangkutan l:umuk
mombantu polaksanaan tugas dibidang adat istiadai,
disamping untuk mencegah tmbulnya kecemburuan
sosial ditengah-tengah masyarakat.

: Ketentuan ini dikecualikan bagi sekretaris Desa yang

selama ini telah melaksanakan tugas sebagai
Sekretaris Desa.

: Cukup jelas

: Cukup jelas

*Yang dimaksud dengan perangkat Negeri/Negeri

Administratif yang menerima penghasilan tetap da!am
ketentuan ini tidak termasuk Juru Tulis/ Sekretaris
Negeri/Negeri Administratif yang berstatus pegawai
negeri sipil.
Cukup jelas

- Saniri Negeri merupakan lembaga adat, disamping

lembaga yang melaksanakan fungsi di bidang
pemerintahan yang selama ini dikenal di Negeri, yang
dapat dibedahkan dengan Badan Permusyawaratan
Negeri yang hanya menyelenggarakan fungsi
pemerintahan dan merupakan unsur peryelenggara
pemerintahan Negeri Administratif.

: Cukup jelas
- Hak masyarakat dalam ketentuan ini dilaksanakan

sesuai fata tertib Sanirii Negeri atau Badan
Fermusyaweratan Negeri.

: Cukup jelas

: Cukup jelas
: Yang dimaksud dengan “partisipati” dalam ketentuan

ini edalak mslibaikan pihak terkait calam penyusunan
parencanaan MegeriflNegeri Administratii. Sedangkan
yang dimaksudkan dengan “lembaga kemasyarakatan
iNegeri/Negari Administratif” seperti rukun tetancga,
rukun  waroakarang taruna, PKK, lenbaga
pemberdayacn masyarakat. .

Cukup jelas

: Cukup jelas
: Bagi hasil pajak daerah kabupcten vang dimaksud

dalam huruf b, paling sedikit 10 % (sepulun per semtus)
untuk Negazri/Negeri Administratif dan dari retribusi
Kabupaten sebagian diperuntukan bagi Negeri/Negeri
Administratif.
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Pasal 48 ayat (1)

ayat (2) s/d ayat (3) :
Pasal 45
Fasal 47 ayat (1)

ayat (2) s/d ayst (3) :

Yang dimaksud dangan "bagian dari dana perimbangan
keuangan pusat dan daerah” adalah terdiri dari dana
bagi hasil pajak dan sumberdaya alam ditambah dana
alokasi umum sotelah dikurang belanja pegawal.

Dana dari kabupaten diberikan langsung kepada
nNegeri/Negeri Administratif untuk dikelola oleh
Pemerintah  Negeri/Negeri  Administratif, dengan
ketentuan 30 % (tiga puluh per seratus) digunakan
untuk blaya operasional pemerintah Negeri/Negeri
Administratif dan Saniri Negeri atau Badan
Permusyawaratan Negeri dain 70 % (tujuh puluh per
seratus) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan
masyarakat.

Bantiian dari pemerintah , diutamakan untuk funjangan
penghasilan Kepala Pemerintah  Negeri/Negeri
Administratif dan perangkat pemerintah Negeri/Negeri
Administratif. Bantuan dari provinsi dan kabupaten
digunakan untuk percepatan atau akselerasi
pembangunan Negeri/Negeri Administratif.

Yang dimaksudkan dengan * sumbangan dari pihak
ketiga" dapat berbentuk hadiah,donasi, wakaf dan atau
lain lain sumbangan serta pemberian sumbangan
dimaksud tidak mengurangi kewajiban pihak
penyumbang.

Yang dimaksud dengan “wakaf’ dalam ketentuan ini
adalah perbuatan hukum wakil untuk memisahkan
dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya
untuk dimanfaatkan sclamanya atau untuk jangka
waktu tertentu sesual dengan kepentingannya guna
kaperiuan ibadah atau kesejahteraan umum menurut
syariah.

Cukup jeias

: Cukup jelas
: Kevangan NegeriNegeri Adminisiratif adaiah semua

hak dan kawajiban Negeri/Negeri Administralif yang
dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa
uang dan barang vang dapat dijadikan milik
Negeri/Negeri Administratif vang berhubungan dengan
pelaksanaan hak dan kewzjiban tersebut.

Culaup jelas

: Yang dimaksud dengan kebutuhan dan potensi

Negeri/Nageri Administratif dalam ketertuan ini adalah:

a. kebutuhan masyarakat terutama dalam pemer:uhan
kebutuhan pokok;



ayat (2)
ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

b. tersedia sumber daya NegeriNegeri Administratif
yang belum dimanfaatkan secara oplimal terutama
kekayaan Negeri/Negeri Administratif.

c. Adanya unit unit usaha masyarakat yang
merupakan kegiatan ckonomi warga masyarakat
yang dikelola secara parsial dan kurang
terakomodasi.

: Cukup jelas
: Yang tergolong “badan hukum® daat berupa lembaga

bisnis yaitu usaha yang kepemilikan sahamnya _barasal
dari  Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan
masyarakat seperti usaha mikro kecil dan mene_nga!?,
lembaga keuangan mikrc Negeri/Negeri Ad_mln.istratf
(usaha ekonomi Negeri/Negeri Admiqistraﬂf_s.tmpaln
pinjam, badan kredit MegeriNegeri Administratif,
lembaga simpan pinjam berbasis masyz}rgkat, 'Iembaga
pengkreditan ~ Negeri/Negeri ~ Administratif = dan
sebagainya).

: Yang dimaksud dengan ‘“usaha Negeri/Negeri

Administratif* acalah jenis usaha yang mehpuﬁ
pelayanan ekonomi  Negeri/Negeri  Administratif
seperti :

a. ussha jasa yang meliputi jasa keuangap. iasa_
angkutan darat dan air, listik Negeri/Negeri
Administratif, dan usaha lain yang sejenis;

b. penyaluran ssmbilan bahan pokok ekonomi
Negeri/MNegeri Administratif;

c. perdagangan hasii pertanian meliputi tanaman
pangan,perkebunan,  psternaken,perikanan  dan
agrebisnis;

d. Industri dan kerajinan raxyat;

Sedangkan yang dimaksud dengan “ dikeloia oieh

pemerintah NegeriNegeri  Administratif  dan’

masyzarakat” adalah pemilikan mcda! dal} panqeiolaap
dilakukan oleh pemerintah Negeri/Negeri Administratif
dan masvarakat.

: Yang dimaksud dengan “kepengurusan Badan Usaha

Milik Negeri/Negeri Administratif terdiri dari Pemerintah
Negeri/Negeri Administratif dan masyarakat™ _ada!ah
poemerintah negeri/Negeri Administratif sebagai unsur
renasinat  (komisaris) dan masyarakat sebagei
pelaksana operasional {direksi).
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pasal 49 ayat (1)

ayat (2)

Pasal 50

Pasal 51 ayat (1)

ayat {2)
ayat (3)

Pasal 52 s/d Pasal 54
Pasal 55 ayat (1)

&ayat (2) s/d ayat (4) :
Pasal 56

Pasaj 57

: Yang dimaksud dengan “permodalan dari pemerintah

NegeriNegeri Administratif* adalah penyertaan modal
pada Badan Usaha Milik Negeri/Negeri Administratif
dan kokayasn NegeriNogeri Administratif yang
diplsahkan.

: Yang dimaksud dengan * mendapatkan persetujuan

Saniri Negeri atau Badan Permsuyawaratan Negeri"
dalam ketentuan ini adalah persetujuan tertulis dari
Saniri Negeri atau Badan Permsuyawaratan Negri
setelah diadakan rapat khusus untuk itu,

: Cukup jelas &14S

: Dalam ketentuan ini bentuk kerjasama dapat dilakukan

dengan  membentuk  perjanjian  bersama atau
membentuk pereturan bersama.

. Cukup jelas
: Pembentukan badan kerjasama disesuaikan dengan

kebutuhan dan memperahtikan cakupan obyek
kerjasama, pembiayaan dan kompleksitas jenis
kegiatan. |

: Cukup jelas
: Lembaga kemasyarakatan dalam ketentuan ini,

misalnya rukun tetangga, rukun warga, pemberdayaan
kesejahteraan keivarga (PKK), karang taruna, lembaga
pemberdayaan masyarakat atau sebutan lain.

Cukun jelas

: Cukup jelas

: Yang dimaksud dengan upaya percepatan atau

akselerasi pembangunan Negeri/Negeri Administartif
dalam huruf k, seperti penanggulangan kemiskinan,
penanganan pancana, peningkatan  ekonomi
masvarakat, peningkatan prsarana Megerl/Negerl
Administrali, pemanfastan sumber daya alam dan
teknologi tepat guna, pembangunan sosial budaya
Negeri/Negeri Admini-tratif,

: Yang dimaksud dsngan upaya peicepatan atau

akselerasi pembangunan Negeri/Negeri Adminsitratif
dalam ketentuan huruf i adalah dalam skala provinsi.

: Yang dimaksud dengan upaya percepatan atau

akselerasi psmbanginan NegeriNegeri Administartif
daiam ketentuan huruf p adalah dalam ckala
kabupaten.
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Pasal 60

Pasal 61 ayat (1)
ayat (2)

ayat (3)
Pasal 62
Pasal 63 ayat (1)

ayat (2) s/d ayat (3) :
Pasal 64 ayat (1)

ayat (2) s/d ayat (3) ©
Pasal 65 s/d Pasal 68

: Yang dimaksud dengan “pembangunan partisipatif*

dalam ketentuan huruf | adalah fasilitasi perencanaan,
pelaksanaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan serta
pengembangan tindak lanjut pembangunan secara
partisipatif.

: Cukup jelas
: Negeri di Kabupaten Maluku Tengah mempunyai

wilayah petuanan baik darat maupun laut yang diatur
menurut ketentuan hukum adat setempat.

Penetapan batas wilayah petuanan dimaksudkan untuk
memberikan kepastian hukum terhadap wilayah
petuanan yang selama ini sering menimbulkan konflik
akibat batas batas wilayah petuanan tersebut hanya
ditetapkan meialui batas batas alam tanpa melalui
suatu sistim kadasterial yang jelas dan tepat.

: Cukup jelas
: Cukup jelas
: Penetapan batas wilayah pemerintahan dalam wilayah

petuanan tidak berari wilayah pemerintahan dalam
petuanan tersebut menjadi hak yang dikuasai langsung
oleh negara.

Cukup jelas

: Dewan Adat dapat dibentuk apabila terjadi sengketa

antar Negeri sesuai kebutuhan dan peimasalahan adat
yang dihadapi.

Cukup jelas

: Cukup jelas
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